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KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan

1.

dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau
sasaran instansi Pemerintah perlu dilakukan penanganan resiko
secara cepat dengan melakukan penilaian risiko secara tepat
dengan melakukan penilaian resiko serta penetapan kegiatan

pengendalian;

. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan penilaian resiko
level aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang
hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang
mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang
Penetapan Resiko dan Hasil Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Nomor  Per-1326/K/LB/2009  tentang Pedoman  Teknis
Penyelenggaraan SPIP);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019.. ..
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Memerhatikan :

Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

1.

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

197/PR.01.3/Kpt/01/KPU/IV/2020 Rencana Strategi Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud Nomor 31/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/IX/2021 tentang
Rencana Startegi Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kepulauan
Talaud tahun 2020-2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud Nomor 33/PR.03/7104/2021 Tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama dilingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024;

Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor

34/PK.01/7104 /2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang
Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Talaud;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN RISIKO DAN
HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

Menetapkan hasil penilaian risiko dan kegiatan Pengendalian

Level Aktivitas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kepulauan . . . ..
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Hasil Penilaian Risiko dan kegiatan Pengendalian Level Aktivitas
sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

=

Kriteria dan Skala yang digunakan dalam Penilaian Risiko

c. Penetapan Tujuan Level Aktivitas.

d. Identifikasi Risiko

e. Peta risiko

f. Evaluasi Risiko/Indikator Risiko

g. Kegiatan Pengendalian/Rencana Aksi Pengendalian Risiko
Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas
sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, menjadi
acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud dalam melakukan kegiatan Pengendalian Level Aktivitas;
Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas
dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali disetiap tahun;
Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Talaud,;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 3 Juni 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ARIPATRIA PANDESINGKA
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN

2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No KATEGORI TOPIK PERNYATAAN POTENSI
RISIKO RISIKO RISIKO DAMPAK REFERENSI
b c d e f
I | EKSTERNAL
Reoulasi van Kegagalan Pelaksanaan
* Sosial & EUIaslYang | 1 emahami tahapan tidak
. terlambat .
Politik i peraturan dengan | sesuai dengan
ditetapkan . )
baik regulasi
Terjadi
kerusakan
ekonomi seperti
Kondisi Terhambatnya guncangan fiskal
. ekonomi akibat | pertumbuhan jangka pendek
* Ekonomi . . C o
pandemi covid- | ekonomi dari dan guncangan
19 berbagai sektor | negatif jangka
panjang terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Gempa bumi
Jye anr:; rsrglprf:;lgah kerusakan
terjadi di scbagian
infrastrukur yang
Kabupaten 3
. Bencana alam ada di Kabupaten
* Lingkungan . Kepulauan
(gempa bumi) ) Kepulauan
Talaud akibat o
. Talaud baik itu
adanya aktivitas | .
T jalan maupun
subdiksi
bangunan/rumabh.
Lempeng
Filipina
Terdapat
Realokasi dan program/kegiatan
refocusing yang
Anggaran . anggaran untuk | dilaksanakan
* Keuangan Pemilu/Pemiliha .
n penanganan tidak
pandemi Covid- | maksimal/tidak
19 mencapai target
yang ditetapkan
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adanya
penegasan dari

Sering terjadi kegiatan telah .
MOU Dana penundaan dimulai tetapi lliii?griigll:e
Hibah penandatangan anggaran belum h
MOU diturunkan Daerah setempat
mengenai MOU
Dana Hibah
Distribusi air .
PDAM untuk tTeldf;uhin .
T & Distribusi air | wilayah ke%’u o Zlir
Infrastruktur PDAM perkantoran .
N untuk setiap
sering tidak
Kantor
lancar
II | INTERNAL
Kebijakan
« Strategik dalam ' M.emahaml Hasﬂ yang
pengambilan tujuan dicapai
keputusan
Kurang
Kekuranean maksimalnya Pelaksanaan Membutuhkan
SDM & pelaksanaan tahapan tidak penambahan
pada setiap maksimal SDM
kegiatan
Tidak Pelaksaaan PBJ Peninckatan
p . Tidak ada memahami ketergantungan elak sganaan
ersont sertifikat PBJ proses dari pihak p clatihan PBJ
pengadaan PBJ | external p
Satu orang
. Perlu adanya
SDM tidak personil . Proses . pelatihan
memahami IT mengoperasikan | pengoperasian pengoperasian
lebih dari satu aplikasi lambat T
aplikasi
Tidak Kurangnya minat
« Proses Rekrutmen tersedianya masyarakat
Relawan DP3 Y untuk menjadi
anggaran
relawan
Kurangnya Pekerjaan yang
fasilitas Terjadi membutuhkan
* IT dan i .
Infrastuktur penyedia gangguan koneksi jaringan
jaringan jaringan internet | internet tidak
internet maksimal
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Perlu

Pelaksanaan Pengajuan . .
. belanja meningkatkan
Pengambilan berkas GUP .
. . ... . | kebutuhan pembinaan/pel
GUP (Ganti melalui aplikasi .
perkantoran atihan
Uang belum tepat
. terkendala perbendaharaa
Persediaan waktu
*» Keuangan n
Penyajian
laporan oo
Laporan keuangan tidak Menjadl tgmuan
Keuangan . tim pemeriksa
sesuai dengan
ketentuan
iiil;l:: casinva Publikasi Informasi yang
* Informasi & Y informasi tidak | diperoleh tidak
pengelolaan
. : merata up to date
informasi

Salinan sesuai dengan aslinya
ok RETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

INIZZSON SAGHOA
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Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN
2022

KRITERIA DAN SKALA YAN DIGUNAKAN DALAMA PENILAIAN RISIKO

ASPEK
LEVEL/ .
SKALA Pencapaian Finansial I?erusakan Keselan'latan Hukum
Sasaran Lingkungan Kerja
Tidak
berdampak Tidak Polu51 .
pada ringan/ . Tidak ada
. ada . Tidak ada
1 pencapaian . Tidak ada . dampak
Kerugian cidera
sasaran . dampak hukum
financial .
secara lingkungan
umum
Mengganggu Polusi yang
pencapaian . . Dampak
Kerugian | signifikan/ Perlu .
sasaran . hukum kecil
2 . financial Dampak pertolongan -
meskipun . . (sanksi
. kecil lingkungan pertama .
tidak . peringatan)
_ Kecil
signifikan
Mengganggu Polusi yang Dampak
pencapaian . : hukum
. Kerugian serius/ Perlu
sebagian . sedang
3 financial Dampak penanganan .
sasaran . . (peringatan
sedang lingkungan medis .
secara keras/pidan
S sedang .
signifikan a ringan)
Dampak
hukum
. . L besar
Sebaglgn Kemg{an .Kejadlan Cidera yg (pemberhen
4 sasaran tidak | financial | lingkungan . .
tercapai besar besar meluas | Uan dari
jabatan/PSU
/kurungan
badan)
Dampak
hukum
Kerugian Kejadian sangat besar
Seluruh &t lingkungan (pemberhen
. financial . .
5 sasaran tidak yang Kematian tian
. sangat
tercapai besar dahsyat/ tetap/ancam
Katastrofik an pidana
lebih dari 5
tahun)
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Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
g2 \TEN KEPULAUAN TALAUD
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PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

Program/Kegia

tan

Sasaran

LAMPIRAN IIT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN

2022

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Permasalahan

Program Dukun

gan Manajemen

Pelaksanaan Terwujudnya Jumlah revisi yang Adanya refocusing
Perencanaan, rencana kerja dan | dilakukan terhadap anggaran seluruh Satker
Organisasi anggaran KPU rencana kerja yang untuk percepatan
Kab. Kepl. telah ditetapkan penanganan Covid-19
Talaud yang sehingga program dan
efektif dan efisien kegiatan yang sudah
direncanakan tidak bisa
terlaksana
Terwujudnya Persentase laporan Hasil monitoring dan
sistem monitoring dan evaluasi | evaluasi belum menjadi
administrasi yang akuntabel dan dasar perencanaan tahun
penyelenggaraan | tepat waktu berikutnya
Pemilu yang
tertib, efektif dan | Persentase target Beberapa target kinerja
efesien kinerja KPU Kab. Kepl. | tidak tercapai dengan
Talaud tercapai sesuai adanya refocusing
dengan perjanjian kerja | anggaran
Terwujudnya Persentase nilai B untuk | Pimpinan dan pegawai
Reformasi penilaian mandiri RB belum sepenuhnya
Birokrasi di KPU mendukung birokrasi
Kab. Kepl. yang profesional serta
Talaud belum memiliki pola
pikir yang melayani
masyarakat atau
stakeholder dan
pencapaian kinerja yang
lebih baik
Pembinaan Meningkatnya Persentase pegawai keterlambatan informasi
Sumber Daya tertib administrasi | yang mendapatkan yang mengakibatkan
Manusia dan dan pengelolaan | layanan kepegawaian layanan kepegawaian
Pelayanan sumber daya secara tepat waktu dan | terhambat
Administrasi manusia akurat
Kepegawaian aturan belum

Persentase Penegakan
Disiplin Pegawai
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sepenuhnya dipahami




Tersedianya data
dan informasi

Persentase Pegawai
KPU Kab. Kepl. Talaud

Pemutakhiran data
pegawai perlu dilakukan

kepegawaian yang tercatat secara secara berkala
akurat dalam Data Base
Kepegawaian berbasis
teknologi
informasi
Pembentukan Jumlah badan ad hoc
Badan yang dipersiapkan dan
Penyelenggara Ad | dibentuk
Hoc
Pelaksanaan Meningkatnya Penyajian Laporan pejabat perbendarahaan
Pengelolaan pembinaan Pejabat Perbendaharaan | terlambat dalam
Keuangan dan perbendaharaan yang menyelesaikan penyelesaian laporan
Barang Milik pertanggungjawaban pertanggungjawaban
Negara penggunaan anggaran
sesuai
ketentuan
Terlaksananya Jumlah laporan sistem | Satker terlambat dalam
sistem akuntansi | akuntansi dan pelaporan | penyampaian pelaporan
dan pelaporan keuangan
keuangan
Terselesaikannya | Persentase penyelesaian masalah
permasalahan permasalahan pengelolaan keuangan
pengelolaan pengelolaan keuangan
keuangan yang dapat diselesaikan
Tersusunnya Jumlah Laporan Satker terlambat dalam
laporan Pertanggungjawaban penyusunan laporan
pertanggungjawa | Penggunaan Anggaran | pertanggungjawaban
ban penggunaan | berbasis SIMONIKA keuangan
anggaran yang tepat waktu dan
valid
Terwujudnya Persentase Kepatuhan pelaksanaan
pengelolaan dan Ketertiban dalam pengelolaan Barang
barang milik Pengelolaan Barang Milik Negara
negara sesuai Milik Negara yang
dengan peraturan | Material
dan perundangan Jumlah Laporan Barang | Pelaporan Barang Milik
yang berlaku Milik Negara Negara berbasis
Berdasarkan SIMAK Aplikasi
BMN yang Datanya
Sesuai dengan Data
SAK
Penyelenggaraa | Meningkatnya Persentase Pengelolaan | Pimpinan dan Staf
n Operasional kualitas tata Arsip Inaktif Sesuai belum memahami
dan Dukungan | kelola Atuaran Kearsipan aturan tentang kearsipan
Sarana administrasi

Prasarana
Kantor

persuratan dan
pengelolaan arsip
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Terwujudnya
dukungan sarana
dan prasarana
guna

Persentase saranan
transportasi untuk
mendukung kinerja
pegawai yang dapat

pemeliharaan rutin
kendaraan
dinas/operasional

meningkatkan dipenuhi
kelancaran tugas
KPU Kab. Kepl. | Persentase fasilitas dukungan sarana dan
Talaud perkantoran untuk prasarana yang belum
mendukung kinerja memadai
pegawai yang dapat
dipenuhi
Persentase Gedung dan | peningkatan sarana dan
Gudang KPU Kab. prasarana
Kepl. Talaud yang
dapat dipenuhi
Meningkatnya Persentase ruangan Tidak ada permasalahan

kualitas layanan

rapat yang digunakan

karena penggunaan

persidangan dan | tidak ada yang ruangan rapat
protokol bersamaan dalam waktu | disesuaikan dengan
dan tempat jadwal kegiatan rapat
Terwujudnya Persentase gangguan SDM yang ada belum
keamanan dan keamanan dalam dilatih untuk
ketertiban di lingkungan KPU Kab. menanggulangi
lingkungan KPU | Kepl. Talaud yang gangguan keamanan
Kab. Kepl. dapat ditanggulangi dalam lingkungan KPU
Talaud Kab. Kepl. Talaud
5 Pemeriksaan Meningkatnya Jumlah Laporan SPIP Pimpinan dan staf
dan Pengawasan | Penyelenggaraan | KPU Kab. Kepl. Talaud | belum memahami tugas
Internal SPIP yang tepat waktu dan fungsi dalam satgas
SPIP
Meningkatnya Persentase penyelesaian | Belum semua
manfaat hasil rekomendasi BPK, rekomendasi BPK dapat
pengawasan BPK, | BPKP dan APIP yang diselesaikan
BPKP dan APIP | ditindaklanjuti
KPU
dalam pencapaian
tujuan KPU Kab.
Kepl. Talaud
Meningkatnya Nilai evaluasi atas Masih terdapat beberapa
akuntabilitas akuntabilitas kinerja hasil kegiatan yang
kinerja di KPU Kab. Kepl. Talaud | belum dapat diukur
lingkungan KPU dengan baik
Kab. Kepl.
Talaud
6 | Penyelenggaraa | Terwujudnya Jumlah Dokumen Riset | KPU Kabupaten
n Pendidikan, kajian litbang, dan Jurnal Kepemiluan | Kepulauan Talaud
Pelatihan serta | riset dan jurnal belum pernah
Penelitian dan kepemiluan melakukan kajian dalam
Pengembangan bentuk riset dan jurnal
kepemiluan
II. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
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Penyusunan Terlaksananya Presentase rancangan Belum terbangunnya
Peraturan penyusunan Keputusan KPU Kab. sistem koordinasi
Perundang- rancangan Kepl. Talaud terkait dengan
undangan Keputusan KPU | tahapan instansi/lembaga terkait,
Kab. Kepl. Pemilu/pemilihan yang | sehubungan dengan uji
Talaud sesuai disusun melalui proses | publik sebuah produk
dengan ketentuan | koordinasi dengan hukum (Keputusan) di
perundang- Instansi/Lembaga internal KPU
undangan terkait; uji publik Kabupaten Kepulauan
kepada pemangku Talaud
kepentingan
Terlaksananya Persentase produk Sistem pengelolaan
pengelolaan dan | hukum yang dikelola produk hukum dan
pelayanan dan didokumentasikan | pendokumentasian
informasi hukum | sesuai peraturan masih ada
perundang-undangan ketergantungan pada
format-format baku,
karena kurangnya
tenaga ahli pada
bidangnya/analis
hukum.
Persentase informasi Pertama, secara
produk hukum yang prosedural masih
disajikan secara cepat, | terkendala dengan
tepat, dan akurat sesuai | fasilitas pendukung
dengan pengelolaan JDIH KPU
SOP Kab. Kepl. Talaud
sehingga berdampak
pada pengelolaan JDIH
KPU Kab. Kepl. Talaud
atau belum maksimal
dapat dilaksanakan.
kedua bahwa
Pengunggahan produk
hukum pada laman
JDIH KPU Kab. Kepl.
Talaud masih
tergantung pada
kepentingan belum
menjadi kebutuhan,
sehingga masih
minimnya orang
menyukai termasuk
internal KPU.
Pelaksanaan Terlaksananya Penurunan jumlah Sosialisasi dan
Dukungan penyelesaian sengketa hukum dalam | penyuluhan hukum
Bantuan Hukum | sengketa dan perkara perselisihan terkait sengketa masih
pelayanan sengketa hukum kurang
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pertimbangan
hukum

Penurunan jumlah
sengketa hukum yang
diajukan ke Mahkamah
Konstitusi

Adanya peningkatan
regulasi Pemilu dan
Pemilihan yang
berupaya menutup celah
hukum terjadinya
sengketa dan
indetifikasi masalah dan
bantuan hukum pada
setiap tahapan Pemilu
dan Pemilihan

Persentase sengketa
hukum yang
dimenangkan KPU
Kab. Kepl. Talaud

Persoalan yang paling
dominan adalah
masalah DPT,
penggelembungan
Suara atau perbedaan
dalam penghitungan
suara pada tingkat
KPPS dan masalah
pemberian upeti/Uang

kepada pemilih yang
kemudian dalam
persidangan tidak
terbukti dan yang
terakhir adalah terkait
mantan terpidana.
Pelaksanaan Terwujudnya Persentase KPU Kab. Peraturan KPU yang
Teknis Penyelenggaraan | Kepl. Talaud terlambat diterbitkan
Pemilu/Pemiliha | Pemilu/Pemilihan | menetapkan jadwal
n dan PAW Sesuai Jadwal tahapan dan petunjuk
teknis penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan jadwal

Persentase KPU Kab. Data (DAK2) antara
Kepl. Talaud kemendagri dan
memutakhirkan data disdukcapil
wilayah/pemetaan kabupaten/kota tidak
Daerah Pemilihan untuk | sinkron

Pemilu Tahun 2024

Persentase KPU Kab. Badan Adhoc kurang

Kepl. Talaud
melaksanakan tahapan
pemungutan,
penghitungan suara dan
rekapitulasi
penghitungan suara
sesuai jadwal

memahami proses
pelaksanaan tungsura

Persentase KPU Kab.
Kepl. Talaud dalam
menetapkan perolehan
kursi dan menetapkan

calon terpilih Pemilu
2024

Karena adanya
perbedaan data
perolehan suara yang
dimiliki oleh calon
dengan data KPU

idih.kpu.go.id/talaud




Terlaksananya
layanan
administrasi PAW
tepat waktu dan
sesuai aturan

Persentase proses PAW
anggota DPRD Kab.
Kepl. Talaud dapat
diselesaikan dalam
waktu 5 hari kerja

Keterbatasan anggaran
pada proses PAW

Pengelolaan Persentase Calon Tidak semua operator
Calon Peserta Peserta Pemilu yang memahami

Pemilu dapat difasilitasi pengoperasian aplikasi
Tersedianya Jumlah dokumen SOP | Terhambatnya proses
pedoman laporan | atau petunjuk teknis pelaporan dana

dan audit dana
kampanye,
verifikasi partai
politik

untuk pelaporan Dana

kampanye, verifikasi

Kampanye, Verifikasi | parpol dan/atau syarat
Partai Politik dan/atau | dukungan calon
syarat dukungan Calon | perseorangan
perseorangan yang

disusun sesuai

dengan tahapan

Pemilu/Pemilihan

Persentase data Perubahan

kepengurusan dan
keanggotaan partai

kepengurusan partai
politik

politik yang
dimutakhirkan
Fasilitasi Pengelolaan Terbentuknya pusat Keterbatasan anggaran
Pelatihan Rumah Pintar pendidikan pemilih di membentuk pusat
Masyarakat dan | Pemilu KPU Kabupaten Kepl. | pendidikan pemilih di
Penyelenggaraa Talaud KPU Kabupaten
n Hubungan Kepulauan Talaud
Masyarakat Digitalisasi Rumah Keterbatasan SDM di
Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud
mendigitalisasi RPP
Pendidikan Persentase "Pendidikan | Keterbatasan anggaran
Pemilih Kepada Pemilih Kepemiluan dan adanya pandemi
Masyarakat dan Demokrasi" untuk | Covid-19 sehingga
Umum masyarakat umum di membatasi pelaksanaan
Kab. Kepl. Talaud pendidikan pemilih
kepemiluan dan
demokrasi untuk
masyarakat umum di
Kabupaten Kepulauan
Talaud
Pendidikan Persentase "Pendidikan | Perlunya dukungan
Pemilih Kepada Pemilih Kepemiluan anggaran melaksanakan

Pemilih Pemula,
Perempuan, dan
Disabilitas

dan Demokrasi" untuk
pemilih perempuan di
Kab. Kepl. Talaud

pendidikan pemilih
kepemiluan dan
demokrasi untuk
pemilih perempuan di
Kabupaten Kepulauan
Talaud
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Persentase "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan
dan Demokrasi" untuk
pemilih pemula di Kab.
Kepl. Talaud

Perlunya dukungan
anggaran melaksanakan
pendidikan pemilih
kepemiluan dan
demokrasi untuk
pemilih pemula di
Kabupaten Kepulauan
Talaud

Persentase "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan
dan Demokrasi" untuk
pemilih disabilitas di
Kab. Kepl. Talaud

Perlunya dukungan
anggaran melaksanakan
pendidikan pemilih
kepemiluan dan
demokrasi untuk
pemilih disabilitas di
Kabupaten Kepulauan
Talaud

Pendidikan
Pemilih Kepada
Daerah Partisipasi
Rendah, Daerah
Potensi

Persentase pendidikan
pemilih di Daerah
Potensi Pelanggaran
Pemilu Tinggi, Daerah
Rawan

Perlunya dukungan
anggaran melaksanakan
pendidikan pemilih di
daerah potensi
pelanggaran pemilu

Pelanggaran Konflik/Bencana, dan tinggi, daerah rawan

Pemilu Tinggi, atau Daerah dengan konflik/bencana, dan

dan Daerah Partisipasi Masyarakat | atau daerah dengan

Rawan Rendah di Kab. Kepl. partisipasi rendah di

Konflik/bencana | Talaud Kabupaten Kepulauan
Talaud

Meningkatnya Persentase Permohonan | Operator belum

kualitas layanan
informasi dan
data yang cepat
serta akurat

informasi yang
ditindaklanjuti melalui
PPID sesuai dengan
SOP

memahami tentang SOP
PPID

Persentase informasi
dan publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
dimuat di media massa

Perlunya dukungan
anggaran untuk
menyajikan informasi
dan publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan
melalui media massa

Persentase informasi
dan publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
ditampilkan di media
publikasi KPU Kab.
Kepl. Talaud paling
lambat 1 (satu) hari
kerja

idih.kpu.go.id/talaud

Perlunya bimbingan
teknis dan dukungan
fasilitas IT dalam
menyampaikan
informasi dan publikasi
tahapan
Pemilu/Pemilihan
melalui media publikasi
KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud




Sosialisasi Persentase Keterbatasan SDM di
Kebijakan KPU penyampaian informasi | KPU Kabupaten
Kab. Kepl. dan publikasi dalam Kepulauan Talaud
Talaud Kepada tahapan dalam menyampaikan
Stakeholder Pemilu/Pemilihan yang | informasi dan publikasi
(Partai Politik, ditampilkan di media pada tahapan
LSM, Ormas, publikasi Pemilu/Pemilihan yang
Pemerintah melalui media publikasi
Daerah,
Perguruan Tinggi,
dan Masyarakat)
Pelaksanaan Terlaksananya Persentase KPU Kab. perencanaan anggaran
Pengelolaan fasilitasi Kepl. Talaud pemenuhan kebutuhan
Logistik pengelolaan data | menyelenggarakan logistik
kebutuhan, Pemilu/Pemilihan tanpa
pengadaan, ada permasalahan
pendistribusian, anggaran dalam
serta pemenuhan kebutuhan
pemeliharaan dan | logistik
inventarisasi
logistik Persentase Persentase perencanaan
Pemilu/pemilihan KPU Kab. Kepl. Talaud | penyusunan pengadaan
melaksanakan kebutuhan logistik harus
pengadaan logistik cermat dan efisien
keperluan
Pemilu/Pemilihan
dengan tanpa ada kasus
terhadap proses
pengadaan yang
mengakibatkan
kerugian negara atau
pemborosan uang
negara
Persentase Persentase perlunya efisiensi waktu
KPU Kab. Kepl. Talaud | dalam perencanaan,
dalam mendistribusikan | pengelolaan
logistik pendistribusian logistik
Pemilu/Pemilihan tepat
jenis, jumlah dan waktu
Persentase Persentase menginventarisir,
KPU Kab. Kepl. Talaud | mengelola dan
menginventarisir, memelihara logistik
mengelola dan Pemilu/Pemilihan
memelihara logistik berdasarkan aturan dan
Pemilu/Pemilihan tepat | retensi arsip
waktu
Ketersediaan Persentase penyediaan | terlambat
Logistik Pemilu logistik Pemilu menyampaikan
kebutuhan pengadaan
logistik
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Ketersediaan
Suara Pemilih
Hasil Pemilu

Persentase KPU Kab.
Kepl. Talaud
melaksanakan
Pemungutan sampai
dengan penetapan hasil
pemilu

Pemungutan sampai
dengan Penetapan Hasil
Pemilu dilaksanakan
Masa Pandemi Covid-
19

6 | Pengelolaan
Data, Teknologi
dan Informasi

Tersedianya data,
informasi, sarana
dan prasarana
teknologi
informasi serta
penerapan e-
government KPU
Kab. Kepl.
Talaud

Persentase pelaksanaan
Pemutakhiran data
pemilih secara
berkelanjutan

Masyarakat Kabupaten
Kepulauan Talaud pasif
dalam melaporkan
adanya perubahan pada
data kependudukannya

Terbatasnya akses data
kependudukan yang
diberikan oleh Dinas
Dukcapil kepada KPU
Kabupaten Kepulauan
Talaud

Persentase Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi untuk Sistem
Informasi yang aman,
handal dan lancar

Ketersediaan sarana dan
prasarana perangkat
teknologi pendukung
seperti laptop,
komputer, proyektor,
scanner dan jaringan
internet akses cepat
masih terbatas

Persentase Aplikasi
KPU yang diterapkan
secara terintegrasi di
KPU Kab. Kepl. Talaud

Belum semua aplikasi
KPU mampu
dioperasikan oleh
operator

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

SEXRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

. A8 EN KEPULAUAN TALAUD
- '_ ) ‘\Bagian Hukum dan SDM,
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Indikator

Risiko

IDENTIFIKASI RISIKO

Penyebab

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN

PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2022

Dampak

Kinerja Permasal Pihak P::%Ielltlg:lh Kriteria
Kegiatan h Pernyataan  Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian yang ano ada Risiko
(IKK) anan Terkena yang
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah revisi 0 | Adanya Divisi Relokasi Internal C Beberapa Internal | Memaksima Risiko
yang revisi Perencana | anggaran kegiatan KPU | lkan Kebijakan
dilakukan rencana an, Data | untuk tidak pencapaian dan Risiko
terhadap kerja dan dan penangan terlaksana target Operasional
rencana kerja anggaran Informasi | pandemi atau tidak kinerja
yang telah pada KPU Covid-19 maksimal sesuai revisi
ditetapkan Kab. Kepl. dalam rencana
Talaud pelaksanaan kerja dan
nya anggaran
yang sudah
dilakukan
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Persentase Permasala | Monev Divisi Laporan Internal Kinerja Internal | Meningkatk | Satgas Risiko
laporan han belum Perencana | monitoring monev di KPU | ankualitas | SPIP Kebijakan
monitoring menjadi an, Data | dan evaluasi lingkungan SPIP di belum dan Risiko
dan evaluasi kebutuhan dan masih KPU lingkungan | memaha | Operasional
yang mendasar Informasi | berorientasi Kabupaten KPU mi
akuntabel dan untuk pada Kepulauan Kabupaten | tupoksi
tepat waktu perbaikan pemenuhan Talaud tidak Kepulauan | yang ada
kinerja kewajiban mengalami Talaud

administrasi peningkatan

dan

formalitas

semata
Persentase 0 | Tidak Divisi Adanya Internal Pelayanan Internal | Mengoptim Risiko
target kinerja tercapainya | Perencana | perubahan publik dan alkan Kebijakan
KPU Kab. target an, Data | rencana kerja kurang Eksternal | anggaran dan Risiko
Kepl. Talaud kinerja dan dan anggaran maksimal KPU | yangada Operasional
tercapai karena Informasi | akibat untuk
sesuai dengan adanya pandemi pemenuhan
perjanjian refocusing Covid-19 kebutuhan
kerja anggaran kegiatan

yang sedang
berjalan

idih.kpu.go.id/talaud




Persentase Adanya Penerapan Divisi Pimpinan dan | Internal Tidak Internal | Memahami | Belum Risiko
nilai B untuk | refocusing | Reformasi Perencana | pegawai tercapainya dan dan optimaln | Kebijakan
penilaian anggaran | Birokrasi an, Data | masih nilai target Eksternal | melaksanak | ya dan Risiko
mandiri RB seluruh bersifat dan beradaptasi dengan KPU | anregulasi | kinerja Kepatuhan

Satker formal dan Informasi | terhadap predikat B terkait pelayana

untuk secara pemahaman untuk reformasi n publik

percepatan | substansi dan budaya penilaian birokrasi dan

penangana | belum kerja dalam mandiri RB dalam minimny

n Covid- mampu reformasi Perpres No. | a kualitas

19 mendorong birokrasi 81 Tahun sumber

sehingga | perbaikan 2010 daya

program pola pikir tentang aparatur

dan (mind set) Grand

kegiatan dan budaya Design

yang kerja Reformasi

sudah (culture set) Birokrasi

direncanak | organisasi 2010-2025

an tidak

bisa

terlaksana
Persentase Hasil terlambatny Divisi pemantauan/ | Internal layanan Internal | perlunya kurangny Risiko
pegawai yang | monitorin | a informasi SDM koordinasi kepegawaian | KPU | pemantauan | a Operasional
mendapatkan | g dan layanan berkala terlambat /koordinasi | pemanta
layanan evaluasi kepegawaia dalam sehingga KP berkala uan/koor
kepegawaian | belum n layanan dan KGB dinasi
secara tepat menjadi kepegawaian tertunda proses
waktu dan dasar KP dan
akurat perencana KGB

an tahun

berikutnya
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Persentase Beberapa | penerapan Divisi Pemilik Internal Pegawai Internal | perlu dibuat | dibuat Risiko
Penegakan target disiplin SDM resiko belum ASN dan KPU | mekanisme | mekanis | Kepatuhan
Disiplin kinerja pegawai memaksimal PPNPN pelatihan me dan Risiko
Pegawai tidak diharapkan kan program yang kompetensi | pemanta | Operasional

tercapai mampu pemantauan tersedia untuk uan

dengan mendorong berkala masih ada menunjang | penerapa

adanya peningkatan yang belum penerapan n disiplin

refocusing | kinerja berkompeten disiplin dan | dan

anggaran | pegawai kinerja kinerja

pegawai pegawai

Persentase Pimpinan | Pemutakhir Divisi masih belum | Internal terjadinya Internal | Membuat progress Risiko
Pegawai dan an data SDM maksimal dan perbedaan KPU dan | daftar pemutak | Kebijakan
KPU Kab. pegawai pegawai dalam Eksternal antara data Eksternal | nominatif hiran dan Risiko
Kepl. Talaud | belum secara pemutakhiran fisik dan data data base | Operasional
yang tercatat | sepenuhny | berkala data base data base pegawai pegawai
secara akurat | a dapat kepegawai kepegawaian belum
dalam Data mendukun | menghasilk maksima
Base g birokrasi | an data base 1
Kepegawaian | yang pegawai
berbasis profesiona | yang akurat
teknologi | serta
informasi belum

memiliki

pola pikir

yang

melayani

masyaraka

t atau

stakeholde

r dan

pencapaia

n kinerja

yang lebih

baik
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Jumlah badan | Kurangny | Beban kerja Divisi Rendahnya Internal Tahapan Internal | Bekerjasam Risiko
ad hoc yang | a minat yang berat SDM honor pendaftaran KPU a dengan Kebijakan
dipersiapkan | masyaraka | di masa penyelenggar badan ad lembaga dan Risiko
dan dibentuk | t untuk pandemi a badan ad hoc di pendidikan Operasional
menjadi covid-19 hoc perpanjang (guru) untuk
penyeleng menjadi
gara Penyelengg
pemilu ara
Pemilu
khususnya
PPK, PPS
dan KPPS
Penyajian aturan format Divisi keterlambata | Internal lamanya Internal | membuat kurangny Risiko
Laporan belum pelaporan KUL n waktu jangka KPU | jadwal a Kepatuhan
Pejabat sepenuhny | pertanggung penyajian waktu yang jangka monitori | dan Risiko
Perbendahara | a jawaban laporan dibutuhkan waktu ng Operasional
an yang dipahami | yang pertanggung;j dalam proses penyelesaia | jadwal
menyelesaika berubah- awaban penyelesaian n laporan penyeles
n ubah (tidak keuangan pelaporan pertanggung | aian
pertanggungj baku) pertanggung jawaban laporan
awaban jawaban pertangg
penggunaan ungjawa
anggaran ban
sesuai
ketentuan
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10 | Jumlah Pemutakhi | penyusunan Divisi satker tidak Internal laporan Internal | mencantum | kurangny Risiko
laporan ran data laporan KUL mematuhi terlambat KPU dan | kan batas a Operasional
sistem pegawai sistem jadwal yang Eksternal | waktu pemanta
akuntansi dan | perlu akuntasi telah pelaporan uan
pelaporan dilakukan | dan ditentukan dalam
keuangan secara pelaporan penyusu

berkala keuangan nan
belum laporan
konsistensi keuanga
dengan n
ketepatan
waktu

11 | Persentase 0 | indetifikasi Divisi persamaan Internal pengelolaan | Internal | melakukan | kurangny Risiko
permasalahan masalah KUL persepsi keuangan KPU dan | koordinasi a Operasional
pengelolaan belum kegiatan tidak Eksternal | persamaan | koordina
keuangan maksimal belum maksimal persepsi si dalam
yang dapat maksimal kegiatan pengelol
diselesaikan yang akan aan

dilaksanaka | keuanga
n n

12 | Jumlah pejabat penyusunan Divisi operator Internal pelaporan Internal | mengoptima | kurangny Risiko
Laporan perbendar | laporan KUL terlambat laporan KPU | lkansistem |a Operasional
Pertanggungj | ahaan pertanggung dalam pertanggung informasi monitori
awaban terlambat | jawaban melakukan jawaban yang sudah | ng atasan
Penggunaan | dalam penggunaan penginputan tidak tepat ada tentang
Anggaran penyelesai | Anggaran waktu batas
berbasis an laporan | Berbasis waktu
SIMONIKA | pertanggu | SIMONIKA pelapora
yang tepat ngjawaban | belum tepat n laporan
waktu dan waktu pertangg
valid ungjawa

ban
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13 | Persentase Satker jumlah Divisi penginventari | Internal penginventar | internal | atasan kurangny Risiko
Kepatuhan terlambat | laporan KUL sasian BMN isasi barang KPU mengingatk | a Operasional
dan dalam pengelolaan belum tidak an monitori
Ketertiban penyampai | Barang maksimal optimal pengelola ng atasan
dalam an Milik barang dalam
Pengelolaan | pelaporan | Negara untuk penginve
Barang Milik menginvent | ntarisasi
Negara yang arisasi BMN
Material setiap BMN

yang ada

14 | Jumlah penyelesai | penginputan Divisi operator Internal pelaporan Internal | mengoptima | kurangny Risiko
Laporan an data melalui KUL terlambat asset sering KPU | lksan sistem | a Operasional
Barang Milik | masalah aplikasi dalam terlambat informasi monitori
Negara pengelolaa | belum tepat melakukan yang sudah | ng atasan
Berdasarkan | n waktu penginputan ada dalam
SIMAK keuangan pelaksan
BMN yang aan
Datanya penginpu
Sesuai tan
dengan Data Barang
SAK Milik

Negara
di
aplikasi

15 | Persentase Satker kurangnya Divisi pelaksanaann | Internal terlambat internal | memahami | kurangny Risiko
Pengelolaan | terlambat | pemahaman KUL ya belum dalam KPU | aturan a Operasional
Arsip Inaktif | dalam tentang berpacu pada pelaporan kearsipan pemaha
Sesuai penyusuna | pengelolaan aturan penghapusan mengenai man
Atuaran n laporan | kearsipan kearsipan /pemusnaha arsip yang tentang
Kearsipan pertanggu n arsip masih dan kearsipa

ngjawaban sudah tidak | n
keuangan mempunyai
nilai guna
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16 | Persentase pelaksanaa | kurangnya Divisi pemilik Internal pemeliharaa | Internal | pencantuma | kurangny Risiko
saranan n pemantauan KUL resiko tidak n/perawatan KPU n jangka a Operasional
transportasi pengelolaa | pemeliharaa memrogramk kendaraan waktu pemanta
untuk n Barang | n kendaraan an dinas tidak pemeliharaa | uan
mendukung Milik dinas/operas pemantauan tepat waktu n kendaraan | jangka
kinerja Negara ional berkala dinas/operas | waktu
pegawai yang pemeliharaan ional pemeliha
dapat kendaraan raan
dipenuhi dinas/operasi kendaraa

onal n
dinas/op
erasional

17 | Persentase Pelaporan | kurang Divisi terbatasnya Internal pekerjaan Internal | Memaksima | memanta Risiko
fasilitas Barang fasilitas KUL fasilitas yang KPU lkan uusulan | Operasional
perkantoran | Milik dukungan perkantoran dihasilkan penggunaan | anggaran
untuk Negara layanan yang tersedia optimal sarana dan | pengadaa
mendukung berbasis perkantoran namun prasarana n
kinerja Aplikasi terlambat yang ada fasilitas
pegawai yang perkanto
dapat ran
dipenuhi

18 | Persentase Pimpinan | pemantauan Divisi diprogramka | Internal pemeliharaa | Internal | satker wajib | kurangny Risiko
Gedung dan | dan Staf pemeliharaa KUL n tapi tidak n kantor KPU | memperhati | a Operasional
Gudang KPU | belum n berkala dilaksanakan tidak kan kondisi | monitori
Kab. Kepl. memaham | gedung pemantauan dilaksanakan keadaan ng satker
Talaud yang | 1 aturan kantor secara secara tepat kantor dalam
dapat tentang berkala waktu melakuk
dipenuhi kearsipan an

pemeliha
raan
kondisi
keadaan
kantor
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19 | Persentase pemelihar | Penyesuaian Divisi Tidak ada Internal Ruang rapat | Internal | Penggunaan Risiko
ruangan rapat | aan rutin penggunaan KUL rapat yang dapat KPU rapat Operasional
yang kendaraan | ruangan dilaksanakan digunakan disesuaikan
digunakan dinas/oper | rapat pada waktu secara dengan
tidak ada asional dengan dan tempat maksimal jadwal
yang jadwal yang kegiatan
bersamaan kegiatan bersamaan semua
dalam waktu divisi/sub
dan tempat bagian

21 | Persentase dukungan | Perlunya Divisi Belum ada Internal Dapat terjadi | Internal | Memaksima Risiko
gangguan sarana dan | pelatihan KUL kegiatan gangguan KPU | Ikan tugas Operasional
keamanan prasarana | penanggula pelatihan keamanan piket harian
dalam yang ngan petugas dalam sesuai
lingkungan belum gangguan pengamanan lingkungan dengan SOP
KPU Kab. memadai | keamanan dalam KPU Kab. yang
Kepl. Talaud dalam lingkungan Kepl. Talaud diberikan
yang dapat kepada KPU Kab. pimpinan,
ditanggulangi SDM Kepl. Talaud terutama

khususnya dalam
petugas menjaga
pengamana keamanan
n/sekuriti dalam
lingkungan
KPU Kab.
Kepl.
Talaud

22 | Jumlah peningkata | Satgas SPIP | Sekretaris | Belum Internal Keterlambat | Internal | Koordinasi Risiko
Laporan SPIP | n sarana belum KPU Kab. | terbentuk an dalam KPU | yang masif Operasional
KPU Kab. dan memahami Kepl. pola kerja pelaporan antar
Kepl. Talaud | prasarana | tupoksinya Talaud | yang sesuai kartu kendali anggota
yang tepat masing- dengan SPIP SPIP Satgas SPIP'
waktu masing

idih.kpu.go.id/talaud




23 | Persentase Tidak ada | Setoran KPU Kab. | Penyetoran/P | Internal Hasil Internal | Sekretaris Data Risiko
penyelesaian | permasala | TGR belum Kepl. elunasan temuan KPU | membuat TGR Fraud,
rekomendasi | han karena | sepenuhnya Talaud | TGR dalam LHP Kab. surat akan Risiko
BPK, penggunaa | disetor ke merupakan KPU Kab. Kepl. | pemberitahu | terus Legal dan
BPKP dan n ruangan | kas negara tanggung Kepl. Talaud | Talaud | an dan tercatat Risiko
APIP yang rapat jawab dari oleh BPK penegasan | sampai Kepatuhan
ditindaklanjut | disesuaika masing- akan termuat perihal ada
i n dengan masing yang terus sampai pelunasan pelunasa

jadwal bersangkutan ada TGR n secara
kegiatan pelunasan kepada keseluru
rapat TGR masing- han dari
masing Satker
yang kena
TGR

24 | Nilai evaluasi | SDM yang | Rendahnya | KPU Kab. | Kurang Internal Tidak Internal | Melakukan | Beberapa Risiko
atas ada belum | capaian Kepl. cermat dalam tercapainya KPU evaluasi kegiatan | Kebijakan
akuntabilitas | dilatih kinerja Talaud | menetapkan target kinerja belum dan Risiko
kinerja KPU | untuk kegiatan indikator kinerja yang internal mencapa | Kepatuhan
Kab. Kepl. menanggu kinerja diharapkan secara 1 target
Talaud langi kegiatan dan berkala dan | kinerja

gangguan rencana mencari
keamanan target capaian strategi baru
dalam dalam
lingkunga pencapaian
n KPU target

Kab. Kepl. selanjutnya
Talaud

idih.kpu.go.id/talaud
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Jumlah
Dokumen
Riset dan
Jurnal
Kepemiluan

Pimpinan
dan staf
belum
memaham
1 tugas dan
fungsi
dalam
satgas
SPIP

Belum
dilakukanny
a kegiatan
riset dan
jurnal
kepemiluan

Divisi
Perencana
an, Data
dan
Informasi

Kegiatan
sudah masuk
dalam renstra
tetapi belum
ada alokasi
anggaran
untuk
kegiatan riset
dan jurnal
kepemiluan
di KPU
Kabupaten/K
ota yang
diturunkan
oleh KPU RI

Internal

Tidak ada
kegiatan
riset dan
jurnal
kepemiluan

Internal
KPU

Melakukan
evaluasi dan
monitoring
hasil
kegiatan
kepemiluan

Belum
ada
evaluasi
yang
kompreh
ensif
terhadap
pelaksan
aan
kepemilu
an

Risiko
Operasional

idih.kpu.go.id/talaud




26 | Presentase Masih Produk Divisi Pengetahuan | Internal Terjadi Internal | Melakukan Risiko
rancangan terdapat Hukum Hukum | tentang kesalahan dan sosialisasi, Kebijakan
Keputusan beberapa | berupa dan urgensi dalam Eksternal | Pelatihan/Bi dan Risiko
KPU Kab. hasil Keputusan Pengawas | sebuah pengambilan KPU | mtek dan Legal
Kepl. Talaud | kegiatan dapat an produk Keputusan secara
terkait yang menjamin hukum dalam dapat berkala
tahapan belum kepastian setiap berakibat menyusun
Pemilu/pemil | dapat Hukum dan tahapan atau DIM pada
ihan yang diukur dapat masih kurang berdampak tiap tahapan
disusun dengan dipertanggu dipahami hukum pada
melalui baik ngjawabkan setiap
proses tahapan
koordinasi
dengan
Instansi/Lem
baga terkait;
uji publik
kepada
pemangku
kepentingan

27 | Persentase KPU Proses Divisi Penyusunan Internal Keterlambat | Internal | Adanya Risiko
produk Kabupaten | pembentuka | Hukum | Produk an dalam dan saling Legal dan
hukum yang | Kepulauan | n sebuah dan Hukum pembuatan | Eksternal | koordinasi Risiko
dikelola dan | Talaud produk Pengawas | belum produk- KPU | antar Operasional
didokumentas | belum hukum an berjalan produk divisi/subba
ikan sesuai pernah selalu sesuai SOP hukum dan g dalam
peraturan melakukan | didasarkan hasil sebuah pemenuhan
perundang- kajian pada Produk tupoksi
undangan dalam Regulasi, Hukum tidak yang ada

bentuk Referensi sesuai

riset dan hukum dan dengan SOP
jurnal Fakta

kepemilua | hukum serta

n SOP

idih.kpu.go.id/talaud




28 | Persentase 0 | Dukungan Divisi Kurangnya Internal Keterlambat | Internal | Dilaksanaka Risiko
informasi Fasilitas Hukum | dukungan an dalam dan nnya Legal dan
produk dan Sumber dan Fasilitas dan proses Eksternal | sosialisasi Risiko
hukum yang Daya Pengawas | Tenaga yang penyajian KPU | dan Operasional
disajikan Manusia an memiliki produk pelatihan
secara cepat, menentukan keahlian hukum peningkatan
tepat, dan hasil yang sesuai SDM di
akurat sesuai maksimal kompetensin lingkungan
dengan ya KPU Kab.

SOP Kepl.
Talaud

29 | Penurunan Belum Menurunny Divisi KPU Kab. Internal Sengketa Internal | Regulasi Risiko
jumlah terbangun | a jumlah Hukum | Kepl. Talaud hukum bisa dan atau Legal dan
sengketa nya sistem | sengketa dan selalu diminimalisi | Eksternal | produk- Risiko
hukum dalam | koordinasi | hukum Pengawas | mengikuti r KPU | produk Operasional
perkara dengan dalam an tahapan hukum
perselisihan | instansi/le | perkara sesuai tentang
sengketa mbaga perselisihan regulasi yang Pemilu dan
hukum terkait, sengketa ada Pemilihan

sehubunga | hukum dapat

n dengan disosialisasi
uji publik kan dengan
sebuah baik
produk sehingga
hukum dampak
(Keputusa atau

n) di kesalahan-
internal kesalahan
KPU dapat
Kabupaten terhindarkan
Kepulauan

Talaud

idih.kpu.go.id/talaud
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Penurunan
jumlah
sengketa
hukum yang
diajukan ke
Mahkamah
Konstitusi

Sistem
pengelolaa
n produk
hukum
dan
pendokum
entasian
masih ada
ketergantu
ngan pada
format-
format
baku,
karena
kurangnya
tenaga ahli
pada
bidangnya
/analis
hukum.

Menurunny
a jumlah
sengketa
hukum yang
diajukan ke
Mahkamah
Konstitusi

Divisi
Hukum
dan
Pengawas
an

Adanya
pemahaman
bersama
terhadap
regulasi
kepemiluan

Internal

Penurunan
jumlah
sengketa

Internal
dan
Eksternal
KPU

Koordinasi
antara KPU
Kab. Kepl.
Talaud dan
stakeholder

Risiko
Legal dan
Risiko
Operasional

idih.kpu.go.id/talaud
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Persentase
sengketa
hukum yang
dimenangkan
KPU

Kab. Kepl.
Talaud

Pertama,
secara
prosedural
masih
terkendala
dengan
fasilitas
pendukun
g
pengelolaa
n JDIH
KPU Kab.
Kepl.
Talaud
sehingga
berdampa
k pada
pengelolaa
n JDIH
KPU Kab.
Kepl.
Talaud
atau
belum
maksimal
dapat
dilaksanak
an. kedua
bahwa
Pengungg
ahan
produk
hukum
pada

Setiap
sengketa
hukum

selalu

dimenangka

n oleh KPU
Kab. Kepl.
Talaud

Divisi
Hukum
dan
Pengawas
an

KPU Kab.
Kepl. Talaud
selalu
mengikuti
tahapan
sesuai
regulasi yang
ada

Internal

Sengketa
hukum bisa

diminimalisi

r

Internal
KPU dan
FEksternal

Tahapan
kepemiluan
dilaksanaka
n sesuai
dengan
regulasi

Risiko
Legal dan
Risiko
Operasional

idih.kpu.go.id/talaud




laman
JDIH
KPU Kab.
Kepl.
Talaud
masih
tergantung
pada
kepentinga
n belum
menjadi
kebutuhan
, sehingga
masih
minimnya
orang
menyukai
termasuk
internal
KPU.
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Persentase
KPU Kab.
Kepl. Talaud
menetapkan
jadwal
tahapan dan
petunjuk
teknis
penyelenggar
aan
Pemilu/Pemil
ihan sesuai
dengan
jadwal

Keterlamb
atan
penetapan
Jadwal
tahapan
dan
petunjuk
teknis
penyeleng
garaan
Pemilu/Pe
milihan

Mengakibat
kan
keterlambat
an
penyusunan
jadwal
tahapan dan
juknis
penyelengg
araan
Pemilu/Pem
ilihan

Divisi
Teknis
Penyeleng
garaan

Keterbatasan
waktu dalam
penyusunan
juknis
penyelenggar
aan
Pemilu/Pemil
ihan

Internal

Juknis
terlambat
diterbitkan

Internal
KPU dan
Fksternal

Tetap
mengikuti
jadwal dan
tahapan
yang ada

Risiko
Operasional

idih.kpu.go.id/talaud
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Persentase
KPU Kab.

Kepl. Talaud
memutakhirk

an data

wilayah/peme

taan Daerah
Pemilihan

untuk Pemilu

Tahun 2024

Adanya
peningkata
n regulasi
Pemilu
dan
Pemilihan
yang
berupaya
menutup
celah
hukum
terjadinya
sengketa
dan
indetifikas
i masalah
dan
bantuan
hukum
pada
setiap
tahapan
Pemilu
dan
Pemilihan

Mempengar
uhi proses
pemetaan
daerah
pemilihan

Divisi
Teknis
Penyeleng
garaan

Data
disdukcapil
di Kab/Kota
tidak
terupdate
dengan data
kemendagri

Eksternal

UC

Mempengar
uhi proses
penetapan
daerah
pemilihan

Internal
KPU dan
FEksternal

Perlu
adanya
sinkronisasi
data
(DAK2)
antara
kemendagri
dan
disdukcapil
kabupaten/k
ota

Risiko
Operasional
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Persentase
KPU Kab.
Kepl. Talaud
melaksanaka
n tahapan
pemungutan,
penghitungan
suara dan
rekapitulasi
penghitungan
suara sesuai
jadwal

Persoalan
yang
paling
dominan
adalah
masalah
DPT,
penggelem
bungan
Suara atau
perbedaan
dalam
penghitun
gan suara
pada
tingkat
KPPS dan
masalah
pemberian
upeti/Uan
g kepada
pemilih
yang
kemudian
dalam
persidanga
n tidak
terbukti
dan yang
terakhir
adalah
terkait
mantan
terpidana.

kurangnya
waktu/jadw
al
pelaksanaan
bimtek
tungsura
kepada
badan
adhoc

Divisi
Teknis
Penyeleng
garaan

Waktu
pelaksanaan
bimtek
pemungutan,
penghitungan
suara dan
rekapitulasi
penghitungan
suara
harusnya
dilaksanakan
lebih awal

Internal

Beberapa

badan adhoc

salah dalam
pengisian
formulir

Internal
KPU dan
Fksternal

Melakukan
monitoring
langsung
pada proses
tungsura

risiko
Operasional

idih.kpu.go.id/talaud




35 | Persentase Peraturan | mempengar Divisi Data yang Internal Terjadinya Internal | Melaksanak Risiko
KPU Kab. KPU yang | uhi proses Teknis | dimiliki oleh PHPU KPU dan | an tahapan Operasional
Kepl. Talaud | terlambat | penetapan Penyeleng | calon adalah sehingga Eksternal | penyelengga
dalam diterbitkan | perolehan garaan | data yang mengakibatk raan sesuai
menetapkan kursi dan belum an dengan
perolehan calon diperbaiki terlambatnya aturan yang
kursi dan terpilih pada saat proses berlaku
menetapkan pelaksanaan penetapan
calon terpilih rekapitulasi perolehan
Pemilu 2024 kursi dan

calon
terpilih

36 | Persentase Data Keterlambat Divisi Tidak Internal Penyampaia | Internal | Proses Risiko
proses PAW | (DAK?2) an proses Teknis | tersedianya n hasil KPU PAW tetap Operasional
anggota antara PAW Penyeleng | anggaran proses PAW dilaksanaka
DPRD Kab. | kemendag garaan | pada proses ke KPU n dengan
Kepl. Talaud | ri dan PAW Provinsi keterbatasan
dapat disdukcapi hanya waktu dan
diselesaikan | 1 melalui jasa anggaran
dalam waktu | kabupaten/ pengiriman
5 hari kerja kota tidak yang

sinkron sebaiknya
disampaikan
langsung
oleh divisi
teknis/sub
bagian
teknis

idih.kpu.go.id/talaud




37 | Persentase Badan Operator Divisi Operator Eksternal Pengisian Internal | Koordinasi Risiko
Calon Peserta | Adhoc sipol dan Teknis | tidak serius data pada KPU dan | dengan Operasional
Pemilu yang | kurang silon belum | Penyeleng | mengikuti aplikasi Eksternal | calon
dapat memaham | memahami garaan bimtek mengalami peserta
difasilitasi 1 proses penggunaan keterlambata pemilu

pelaksanaa | aplikasi n
n tungsura

38 | Jumlah Karena mempengar Divisi SOP atau Internal Sosialisasi Internal | Koordinasi Risiko
dokumen adanya uhi waktu Teknis | juknis untuk KPU juknis KPU dan | bersama Operasional
SOP atau perbedaan | tahapan Penyeleng | pelaporan pelaporan Eksternal | Partai
petunjuk data garaan | Dana Dana Polititk dan
teknis untuk | perolehan Kampanye, Kampanye, Calon
pelaporan suara yang Verifikasi Verifikasi Perseoranga
Dana dimiliki Parpol Parpol n
Kampanye, oleh calon dan/atau dan/atau
Verifikasi dengan syarat syarat
Partai Politik | data KPU dukungan dukungan
dan/atau Calon Calon
syarat Perseorangan Perseoranga
dukungan terlambat n terlambat
Calon diterbitkan dilaksanakan
perseorangan

yang disusun
sesuai
dengan
tahapan
Pemilu/Pemil
than

idih.kpu.go.id/talaud




39 | Persentase Keterbatas | Partai Divisi Kurangnya Eksternal | UC | KPU Internal | Meningkatk Risiko
data an politik tidak Teknis | koordinasi kesulitan KPU |an Operasional
kepengurusan | anggaran | menyampai | Penyeleng dalam koordinasi
dan pada kan garaan melaksanaka
keanggotaan | proses perubahan n koordinasi
partai politik | PAW kepengurus
yang an parpol
dimutakhirka
n

40 | Terbentuknya | Tidak Perlu Divisi Tidak Internal C Belum Internal | Memaksima Risiko
pusat semua adanya Sosialisasi | tersedianya terbentuknya | KPU dan | lkan Operasional
pendidikan operator tambahan , anggaran pusat Eksternal | penggunaan
pemilih di memaham | anggaran Pendidika | membentuk pendidikan Rumah
KPU i n Pemilih, | pusat pemilih di Pintar
Kabupaten pengopera Partisipasi | pendidikan KPU Pemilu
Kepl. Talaud | sian Masyaraka | pemilih di Kabupaten sebagai

aplikasi t KPU Kepulauan sarana
Kabupaten Talaud pendidikan
Kepulauan pemilih
Talaud

41 | Digitalisasi Terhambat | Perlu Divisi SDM di KPU | Internal C | Pelaksanaan | Internal | Melaksanak Risiko
Rumah Pintar | nya proses | adanya Sosialisasi | Kabupaten Digitalisasi | KPU dan | an Evaluasi Operasional
Pemilu (RPP) | pelaporan | pengemban , Kepulauan RPP masih | Eksternal | dan

dana gan RPP Pendidika | Talaud sangat minim Pemahaman
kampanye, | dan n Pemilih, | minim/kuran tentang
verifikasi | Pelatihan Partisipasi | g digitalisasi
parpol SDM Masyaraka RPP
dan/atau t

Syarat

dukungan

calon

perseorang

an

idih.kpu.go.id/talaud




42 | Persentase Perubahan | Tambahan Divisi Karena Internal Pendidikan Internal | Sosialisasi Risiko
"Pendidikan | kepenguru | anggaran Sosialisasi | adanya Pemilih KPU dan | secara masif Operasional
Pemilih san partai | dalam , pandemi Kepemiluan | Eksternal
Kepemiluan | politik pelaksanaan | Pendidika | Covid-19 dan
dan Pendidikan | n Pemilih, | sehingga Demokrasi
Demokrasi" pemilih Partisipasi | jumlah belum
untuk kepemiluan | Masyaraka | peserta dilaksanakan
masyarakat dan t sosialisasi,
umum di demokrasi pendidikan
Kab. Kepl. pemilih
Talaud kepemiluan

dan
demokrasi
dibatasi

43 | Persentase Keterbatas | Minimnya Divisi Anggaran Internal Tingkat Internal | Melibatkan Risiko
"Pendidikan | an anggaran Sosialisasi | yang tersedia partisipasi KPU dan | pemilih Operasional
Pemilih anggaran | kegiatan , tidak merata pemilih Eksternal | perempuan
Kepemiluan | membentu | pendidikan | Pendidika | ke seluruh perempuan dalam
dan k pusat pemilih n Pemilih, | wilayah/keca masih kegiatan
Demokrasi" | pendidika | kepemiluan | Partisipasi | matan rendah sosialisasi
untuk pemilih | n pemilih | dan Masyaraka
perempuan di | di KPU demokrasi t
Kab. Kepl. Kabupaten | untuk
Talaud Kepulauan | pemilih

Talaud perempuan

idih.kpu.go.id/talaud




44 | Persentase Keterbatas | Ketersediaa Divisi kurangnya Internal Adanya Internal | Sosialisasi Risiko
"Pendidikan | an SDM di | n anggaran | Sosialisasi | tingkat Pemilih KPU dan | Goes To Operasional
Pemilih KPU yang sangat , partisipasi pemula yang | Eksternal | School
Kepemiluan | Kabupaten | minim Pendidika | pemilih belum
dan Kepulauan n Pemilih, | pemula memahami
Demokrasi" | Talaud Partisipasi proses
untuk pemilih | mendigital Masyaraka kepemiluan
pemula di isasi RPP t dan
Kab. Kepl. demokrasi
Talaud

45 | Persentase Keterbatas | Fasilitas Divisi Anggaran Internal Sebagian Internal | Sebagain Risiko
"Pendidikan | an penunjang Sosialisasi | yang tersedia pemilih KPU dan | KPPS Operasional
Pemilih anggaran | bagi , belum disabilitas Eksternal | melayani
Kepemiluan | dan pemilih Pendidika | maksimal tidak dapat pemilih
dan adanya disabilitas n Pemilih, | memfasilitasi memberikan disabilitas
Demokrasi" | pandemi perlu Partisipasi | pemilih suaranya dirumah
untuk pemilih | Covid-19 | ditingkatkan | Masyaraka | disabilitas atau masing-
disabilitas di | sehingga t menggunaka masing
Kab. Kepl. membatasi n hak
Talaud pelaksanaa pilihnya

n
pendidika
n pemilih
kepemilua
n dan
demokrasi
untuk
masyaraka
t umum di
Kabupaten
Kepulauan
Talaud

idih.kpu.go.id/talaud
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Persentase
pendidikan
pemilih di
Daerah
Potensi
Pelanggaran
Pemilu
Tinggi,
Daerah
Rawan
Konflik/Benc
ana, dan atau
Daerah
dengan
Partisipasi
Masyarakat
Rendah di
Kab. Kepl.
Talaud

Perlunya
dukungan
anggaran
melaksana
kan
pendidika
n pemilih
kepemilua
n dan
demokrasi
untuk
pemilih
perempua
ndi
Kabupaten
Kepulauan
Talaud

Program
Desa Peduli
Pemilu dan
Pemilihan
(DP3)

Divisi
Sosialisasi

Pendidika

n Pemilih,

Partisipasi

Masyaraka
t

Belum
tersedia
anggaran
DP3 di KPU
Kabupaten
Kepulauan
Talaud

Internal

Sosialisasi
dan
Pendidikan
Pemilih pada
lokus DP3
belum
terlaksana

Internal
KPU dan
Fksternal

KPU hanya
melakukan
sosialisasi
program
DP3 di
kantor

Risiko
Operasional

idih.kpu.go.id/talaud




47 | Persentase Perlunya | Perlunya Divisi Operator Internal Pelayanan Internal | PPID tetap Risiko
Permohonan | dukungan | bimbingan | Sosialisasi | belum PPID belum | KPU dan | melayani Operasional
informasi anggaran | teknis , diberikan maksimal Eksternal | permohonan
yang melaksana | kepada Pendidika | bimbingan informasi
ditindaklanjut | kan operator n Pemilih, | teknis tentang baik secara
1 melalui pendidika | PPID Partisipasi | SOP PPID langsung
PPID sesuai | n pemilih Masyaraka maupun
dengan SOP | kepemilua t secara

n dan online
demokrasi

untuk

pemilih

pemula di

Kabupaten

Kepulauan

Talaud

48 | Persentase Perlunya | Anggaran Divisi Tidak Internal Tidak ada Internal | Menyajikan Risiko
informasi dan | dukungan | untuk Sosialisasi | tersedianya Informasi KPU dan | informasi Operasional
publikasi anggaran | publikasi , anggaran dan Eksternal | dan
tahapan melaksana | melalui Pendidika | untuk publikasi publikasi
Pemilu/Pemil | kan media n Pemilih, | publikasi melalui tahapan
ihan yang pendidika | massa Partisipasi | melalui media massa Pemilu/Pem
dimuat di n pemilih Masyaraka | media massa ilihan
media massa | kepemilua t melalui

n dan media
demokrasi massa
untuk dengan
pemilih pendekatan
disabilitas internal

di bersama
Kabupaten rekan-rekan
Kepulauan media/warta
Talaud wan
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Persentase

informasi dan

publikasi
tahapan

Pemilu/Pemil

than yang
ditampilkan
di media
publikasi
KPU Kab.

Kepl. Talaud
paling lambat

1 (satu) hari
kerja

Perlunya
dukungan
anggaran
melaksana
kan
pendidika
n pemilih
di daerah
potensi
pelanggara
n pemilu
tinggi,
daerah
rawan
konflik/be
ncana, dan
atau
daerah
dengan
partisipasi
rendah di
Kabupaten
Kepulauan
Talaud

Bimbingan
teknis
kepada
operator IT
dan
perlunya
dukungan
anggaran

Divisi
Sosialisasi

Pendidika

n Pemilih,

Partisipasi

Masyaraka
t

SDM yang Internal
ada di KPU
Kabupaten
Kepulauan
Talaud belum
memahami
pengoperasia
n [T

Informasi
dan
publikasi
tahapan
mengalami
keterlambata
n

Internal
KPU dan
FEksternal

Peningkatan
kapasitas
SDM dalam
pengoperasi
an [T

Risiko
Operasional

idih.kpu.go.id/talaud




50 | Persentase Operator | Perlunya Divisi Keterbatasan | Internal Penyampaia | Internal | Informasi Risiko
penyampaian | belum penambaha | Sosialisasi | anggaran n informasi | KPU dan | dan Operasional
informasi dan | memaham | n SDM , tahapan Eksternal | Publikasi
publikasi 1 tentang Pendidika Pemilu/Pemi disampaika
dalam SOP PPID n Pemilih, lihan n melau
tahapan Partisipasi terlambat akun media
Pemilu/Pemil Masyaraka dipublikasik sosial dan
than yang t an website
ditampilkan KPU
di media Kabupaten
publikasi Kepulauan

Talaud

51 | Persentase Perlunya | kurangnya Divisi tidak Internal kekurangan Internal | pencantuma | kurangny Risiko
KPU Kab. dukungan | pencermata KUL memprogram atau KPU | nprogram a Operasional
Kepl. Talaud | anggaran |n kan keterlambata pencermata | pencerm
menyelengga | untuk perencanaan pencermatan n dalam n berkala atan
rakan menyajika | anggaran penyusunan pengadaan penyusunan | penyusu
Pemilu/Pemil | n pemenuhan anggaran logistik anggaran nan
ihan tanpa informasi | logistik pemenuhan Pemilu/Pemi logistik anggaran
ada dan dalam logistik lihan Pemilu/Pem | logistik
permasalahan | publikasi | Pemilu/Pem Pemilu/Pemil ilihan Pemilu/P
anggaran tahapan ilihan than emilihan
dalam Pemilu/Pe
pemenuhan milihan
kebutuhan melalui
logistik media

massa
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Persentase
Persentase
KPU Kab.
Kepl. Talaud
melaksanaka
n pengadaan
logistik
keperluan
Pemilu/Pemil
ihan dengan
tanpa ada
kasus
terhadap
proses
pengadaan
yang
mengakibatka
n kerugian
negara atau
pemborosan
uang negara

Perlunya
bimbingan
teknis dan
dukungan
fasilitas IT
dalam
menyampa
ikan
informasi
dan
publikasi
tahapan
Pemilu/Pe
milihan
melalui
media
publikasi
KPU
Kabupaten
Kepulauan
Talaud

kurangnya
pemantauan
penyusunan
pengadaan
kebutuhan
logistik

Divisi
KUL

terjadinya
kekeliruan
dalam
penyusunan
jumlah
kebutuhan
pengadaan
logistik

Internal

penyusunan
kebutuhan
pengadaan
logistik tidak
tepat jumlah

Internal
dan
Eksternal
KPU

melakukan
rapat
koordinasi
persamaan
persepsi
dalam
penyusunan
kebutuhan
pengadaan
logistik

kurangny
a rapat
koordina
si dalam
penyusu
nan
kebutuha
n
pengadaa
n logistik

Risiko
Operasional
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53 | Persentase Keterbatas | kurangnya Divisi adanya internal terjadinya Internal | melakukan | kurang Risiko
Persentase an SDM di | pemantauan KUL logistik yang dan kekurangan dan pemantauan | pemanta | Operasional
KPU Kab. KPU progress tidak tepat eksternal logistik Eksternal | dalam uan
Kepl. Talaud | Kabupaten | pendistribus jumlah Pemilu/Pemi KPU | pengelolaan | pengelol
dalam Kepulauan | ian logistik lihan logistik aan
mendistribusi | Talaud (perencanaa | logistik
kan logistik dalam n, (perenca
Pemilu/Pemil | menyampa pengepakan | naan,
ihan tepat ikan sampai pengepa
jenis, jumlah | informasi pendistribus | kan
dan waktu dan ian) sampai

publikasi pendistri
pada busian)
tahapan

Pemilu/Pe

milihan

yang

melalui

media

publikasi

54 | Persentase perencana | kurangnya Divisi terlambatnya | internal informasi Internal | melakukan | kurangny Risiko
Persentase an pemahaman KUL dalam dan yang KPU dan | monitoring | a Operasional
KPU Kab. anggaran | mengenai pencarian eksternal dihasilkan Eksternal | inventerisas | monitori
Kepl. Talaud | pemenuha | aturan tata arsip logistik optimal 1, ng
menginventar | n cara Pemilu/Pemil namun pengelolaan | inventari
1sir, kebutuhan | menginvent than terlambat dan sasi,
mengelola logistik aris, pemeliharaa | pengelol
dan mengelola n arsip aan dan
memelihara dan berdasarkan | pemeliha
logistik memelihara aturan raan
Pemilu/Pemil logistik arsip
ithan tepat
waktu
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55 | Persentase perencana | kurangnya Divisi Satker tidak internal penyediaan Internal | melakukan | pemanta Risiko
penyediaan an progress KUL memprogram logistik KPU | pemantauan | uan Operasional
logistik penyusuna | pemantauan kan terlambat berkala berkala
Pemilu n kebutuhan pemantauan dalam dalam

pengadaan | pengadaan berkala penyediaan | penyedia
kebutuhan | logistik penyusunan logistik an
logistik kebutuhan logistik
harus pengadaan

cermat logistik

dan efisien

56 | Persentase perlunya Pelaksanaan Divisi Tahapan Internal Pemungutan | Internal | Sosialisasi Risiko
KPU Kab. efisiensi tahapan Teknis | harus dan KPU dan | Pemungutan Operasional
Kepl. Talaud | waktu kepemiluan | Penyeleng | dilaksanakan Penetapan Eksternal | dan
melaksanaka | dalam dalam masa garaan | sesuai jadwal dilaksanakan Penetapan
n perencana | pandemi tahapan yang sesuai dilaksanaka
Pemungutan | an, ada protokol n sesuai
sampai pengelolaa kesehatan protokol
dengan n Covid-19 kesehatan
penetapan pendistrib Covid-19
hasil pemilu | usian

logistik
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Persentase
pelaksanaan
Pemutakhiran
data pemilih
secara
berkelanjutan

menginve
ntarisir,
mengelola
dan
memelihar
a logistik
Pemilu/Pe
milihan
berdasarka
n aturan
dan retensi
arsip

Meningkatk
an
kesadaran
semua
pihak
(masyarakat
, lembaga
terkait dan
pemerintah)
akan
pentingnya
tertib
Administras
i
Kependudu
kan
(Adminduk)

Divisi
Perencana
an, Data
dan
Informasi

Kesadaran
masyarakat
Kabupaten
Kepulauan
Talaud masih
kurang dalam
melaporkan
data
kependuduka
n, khususnya
dalam hal
pindah
domisili
(pindah
masuk/keluar

)

Eksternal

UC

Data pemilih
yang
dimutakhirk
an belum
sepenuhnya
akurat

Internal
dan
Eksternal
KPU

KPU
Kabupaten
Kepulauan
Talaud
melakukan
koordinasi
secara
berkala
dengan
instansi-
instansi
terkait/stake
holder

Risiko
Legal dan
Risiko
Reputasi
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terlambat | KPU Kab. Divisi Adanya Eksternal Terdapat Internal | KPU Risiko
menyampa | Kepl. Perencana | regulasi yang perbedaan dan Kabupaten Kepatuhan
ikan Talaud an, Data | mengatur data Eksternal | Kepulauan dan Risiko
kebutuhan | memiliki dan tentang penduduk/pe KPU | Talaud Legal
pengadaan | akses Informasi | perlindungan milih antara melakukan
logistik terbatas data data yang koordinasi
pada data kependuduka telah di secara
kependuduk n update oleh berkala
an Dinas KPU Kab. dengan
Dukcapil Kepl. Talaud Dinas
berdasarkan Dukcapil
tanggapan
dan masukan
masyarakat
dengan data
yang berasal
dari Dinas
Dukcapil
Kab. Kepl.
Talaud
58 | Persentase Pemungut | Perlunya Divisi Terbatasnya Internal Terhambatn | Internal | Memaksima Risiko
Sarana dan an sampai | dukungan Perencana | anggaran ya dan lkan Operasional
Prasarana dengan sarana dan an, Data | untuk penyediaan | Eksternal | penggunaan
Teknologi Penetapan | prasarana dan pengadaan informasi KPU | perangkat
Informasi Hasil untuk Informasi | perangkat yang up to teknologi
untuk Sistem | Pemilu menciptaka teknologi date yang ada
Informasi dilaksanak | n sistem pendukung saat ini
yang aman, an Masa informasi
handal dan Pandemi yang aman,
lancar Covid-19 | handal dan
lancar

idih.kpu.go.id/talaud




59

Persentase
Aplikasi
KPU yang
diterapkan
secara
terintegrasi di
KPU Kab.
Kepl. Talaud

Masyaraka
t
Kabupaten
Kepulauan
Talaud
pasif
dalam
melaporka
n adanya
perubahan
pada data
kependudu
kannya

Dibutuhkan
SDM yang
kompeten
dalam
mengelola
aplikasi
KPU

Divisi
Perencana
an, Data
dan
Informasi

Kurangnya
SDM yang
kompeten
dalam
mengelola
aplikasi KPU

Internal

Upload data
dalam
aplikasi
terhambat
atau kurang
maksimal

Internal
KPU

Pemberian
pelatihan
peningkatan
kapasitas
SDM secara
rutin setiap
minggu bagi
seluruh
tenaga ASN
dan honorer
khususnya
para
operator
yang
mengelola
aplikasi
KPU

Risiko
Operasional

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

idih.kpu.go.id/talaud

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA




LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2022

PETA RESIKO

: . Kemungkinan Dampak Tingkat .
Risik Al .S Profil Risik
Sisa Risiko Uraian Nilai et Uraian  Nilai  Risiko RO

Satgas SPIP belum memahami Belum maksimalnya pengawasan

! tupoksi yang ada Sedang/Moderat | 3 internal oleh Satgas SPIP Sedang 3 ? R
Belum optimalnya kinerja covemance dan Komunikast bokasi

2 pelayanan publik dan minimnya Sedang/Moderat | 3 £ . . Sedang 3 9 ORANGE

; serta lemahnya implementasi
kualitas sumber daya aparatur .
kebijakan

3 kurangnya pemantauan/koordinasi Rendah 1 | Program koordinasi tidak terlaksana rendah 1 1 BIRU
proses KP dan KGB
dibuat mekanisme pemantauan

4 penerapan disiplin dan kinerja Sedang/Moderat | 3 | diprogramkan tapi tidak terlaksana Sedang 3 9 ORANGE
pegawai

5 Progress pemutakhqun data base Sedang/Moderat | 3 | diprogramkan tapi belum terlaksana sedang 3 9 ORANGE
pegawai belum maksimal
kurangnya monitoring jadwal

6 penyelesaian laporan Sedang/Moderat | 3 | monitoring jadwal pelaksanaan sedang 3 9 ORANGE
pertanggungjawaban
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kurangnya pemantauan dalam

diprogramkan untuk dilakukan

7 Rendah rendah 1
penyusunan laporan keuangan pemantauan

8 kurangnya koordinasi dalam Rendah dilaksanakan koordinasi rendah 1
pengelolaan keuangan
kurangnya monitoring atasan

9 tentang batas waktu pelaporan Rendah dilaksanakan monitoring rendah 1
laporan pertanggungjawaban

10 kurar}gnya mpmtprmg atasan dalam Rendah dlprqgrquan untuk dilakukan rendah 1
penginventarisasi BMN monitoring
kurangnya monitoring atasan dalam o . .

11 pelaksanaan penginputan Barang Rendah p;gg;;‘fngf cilrlllalljts;;llakan setiap rendah 1
Milik Negara di aplikasi ] penginp

12 kurangnya pemahaman tentang Kecil tldak dlprogramkan kegiatan ' Kecil 1
kearsipan monitoring pengelolaan kearsipan
kurangnya pemantauan jangka tidak diprogramkan jangka waktu

13 | waktu pemeliharaan kendaraan Sedang/Moderat pemeliharaan kendaraan sedang 9
dinas/operasional dinas/operasional
memantau usulan anggaran . .

14 pengadaan fasilitas perkantoran Sedang/Moderat diprogramkan tapi tidak terlaksana sedang 9
kurangnya monitoring satker dalam monitorine dilaksanakan secara

15 | melakukan pemeliharaan kondisi Kecil £ kecil 1 BIRU

berkala

keadaan kantor
Data TGR akan terus tercatat Temuan TGR tidak dapat dihapuskan

16 | sampai ada pelunasan secara Sedang/Moderat sampai adanya pelunasan dari pihak Sedang 9
keseluruhan dari Satker masing-masing yang terkait

17 Beberapa kegiatan belum mencapai Besar Terbatasnya anggaran pada beberapa Besar 16

target kinerja

kegiatan
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Belum ada evaluasi yang Tidak teralokasinya anggaran untuk
18 | komprehensif terhadap pelaksanaan | Sedang/Moderat | 3 . \ya angg Sedang 3 9
kepemiluan kegiatan evaluasi
kurangnya pencermatan tidak diprogramkan pecermatan
19 | penyusunan anggaran logistik Sedang/Moderat | 3 | secara berkala atau diprogramkan sedang 3 9
Pemilu/Pemilihan tapi tidak dilaksanakan
kurangnya rapat koordinasi dalam . . .
20 | penyusunan kebutuhan pengadaan Besar 4 c1‘1prog§amkan tapi rapat koordinasi besar 4 16
logistik tidak dilaksanakan
kurang pemantauan pengelolaan . .
21 logistik (perencanaan, pengepakan Besar 4 fifi?l? zg?zﬁgai;ir;gramkan tetapi besar 4 16
sampai pendistribusian)
Kuranenva monitoring inventarisasi monitoing inventarisasi, pengelolaan
22 en eflgol}a,l an dan emiliharaan arsi ’ Kecil 1 | dan pemeliharaan arsip tidak kecil 1 1
peng P P dilaksanakan
pemantauan berkala dalam pemantauan berkala penyediaan
23 penyediaan logistik Sedang/Moderat | 3 logistik sedang 3 9
Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 3 Juni 2022
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
W UPATEN KEPULAUAN TALAUD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO

Indikator Risiko

Tingkat | Prioritas Toleransi

Sisa Risiko Risiko Risiko Risiko Indikasi

2 6
1 | Satgas SPIP belum memahami tupoksi yang ada Kualitas SPIP masih rendah 95%
5 Belum optimalnya kinerja pelayanan publik dan In-efisiensi pelayanan publik serta tidak jelasnya 959
minimnya kualitas sumber daya aparatur waktu penyelesaian °
3 kurangnya pemantauan/koordinasi proses KP dan pemantauan/koordinasi berkala dalam layanan 90%
KGB kepegawaian KP dan KGB °
4 dibuat mekanisme pemantauan penerapan Persentase pemantauan penerapan disiplin dan 90%
disiplin dan kinerja pegawai kinerja pegawai °
5 | Progress b emutakhiran data base pegawai belum progress pemutakhiran data base kepegawaian 90%
maksimal
6 kurangnya monitoring jadwal penyelesaian melakukan monitoring jadwal penyelesaian laporan 90%
laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan ’
7 kurangnya pemantauan dalam penyusunan prosentase pemantauan berkala dalam penyusunan 90%
laporan keuangan Laporan keuangan °
3 kurangnya koordinasi dalam pengelolaan intensitas rapat koordinasi berkala dalam 90%
keuangan pengelolaan keuangan °
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kurangnya monitoring atasan tentang batas

prosentase monitoring secara berkala batas waktu

0o
? waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban pelaporan laporan pertanggungjawaban 0%
10 kurangnya monitoring atasan dalam intensitas rapat dan monitoring berkala dalam 90%
penginventarisasi BMN penginvetasasian BMN ¢
kurangnya monitoring atasan dalam pelaksanaan intensitas monitoring secara berkala dalam
11 1eny g at pelaksan pelaksanaan pelaporan Barang Milik Negara di 90%
penginputan Barang Milik Negara di aplikasi o
aplikasi
12 | kurangnya pemahaman tentang kearsipan memprogramkan Kegiatan tata cara pengelolaan 90%
kearsipan
13 kurangnya pemantauan jangka waktu pemantauan berkala pemeliharaan kendaraan 90%
pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional °
14 memantau usulan anggaran pengadaan fasilitas persentase pemantauan berkala usulan anggaran 90%
perkantoran pengadaan fasilitas perkantoran °
kurangnya monitoring satker dalam melakukan monitoring berkala pemeliharaan gedung dan
15 ; . BIRU 90%
pemeliharaan kondisi keadaan kantor gudang
16 Data TGR akan terus tercatat sampal ada Data LHP BPK 750,
pelunasan secara keseluruhan dari Satker
17 | Beberapa kegiatan belum mencapai target kinerja [\YINs| - MERAH iﬁzlaﬁvaluaﬁ atas akuntabilitas kinerja satker 75%
18 Belum ada evaluasyyang komprehensif terhadap Permasalahan kepemiluan yang berulang-ulang 80%
pelaksanaan kepemiluan
19 kurangnya pencermatan penyusunan anggaran melakukan pencermatan berkala penyusunan 90%
logistik Pemilu/Pemilihan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan °
20 kurangnya rapat koordinasi dalam penyusunan rapat koordinasi berkala penyusunan kebutuhan 750,
kebutuhan pengadaan logistik pengadaan logistik ¢
kurang pemantauan pengelolaan logistik melakukan pemantauan berkala pengelolaan
21 | (perencanaan, pengepakan sampai logistik (perencenaan, pengepakan sampai 75%
pendistribusian) pendistribusian)
2 kurangnya monitoring inventarisasi, pengelolaan monitoring berkala inventarisasi, pengelolaan dan 90%
(V]

dan pemeliharaan arsip

pemeliharaan arsip
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melakukan pemantauan berkala dalam penyediaan

‘ 23 logistik

pemantauan berkala dalam penyediaan logistik ‘ ‘ ‘ ‘ 80% ‘

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya ARIPATRIA PANDESINGKA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
wnsABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

idih.kpu.go.id/talaud




RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2022

Indikator Risiko . . Indikator Pengendalian Cadangan
Opsi Kegiatan Penanggung . .
Indikasi Batas  Penanganan Pengendalian Output Taroet Jawab R;;lko
Aman P g (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diperlukan Laporan Divisi
Kualitas SPIP masih o, | tindakan untuk | Koordinasi internal poran 12 Perencanaan,
95% monitoring dan Bulanan
rendah mengelola secara berkala . Laporan Data dan
. evaluasi .
risiko (Issue) Informasi
L Diperlukan Divisi
In-efisiensi pelayanan . Perlunya pemahaman .
. . . tindakan untuk Laporan hasil 1 Perencanaan,
publik serta tidak jelasnya 95% lol SOP tentang luasi keei Tahunan
waktu penyelesaian mengelola pelayanan publik evaluasi kegiatan | Laporan Data dan.
risiko (Issue) Informasi
L Diperlukan melakukan koordinasi
pemantauan/koordinasi tindakan untuk | berkala dalam Laporan hasil 1
berkala dalam layanan 90% porTan Tahunan Divisi SDM
. mengelola pelaksanaan layanan | koordinasi Laporan
kepegawaian KP dan KGB . :
risiko (Issue) kepegawaian
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Persentase pemantauan

Diperlukan

Pemantauan berkala

penerapan disiplin dan 90% tlndaka}nluntuk dglgr? peneripan . Laporan hasil ! Tahunan Divisi SDM
Kinerja pegawai mengelola disip 1n‘dan inerja pemantauan Laporan

risiko (Issue) | pegawai

Diperlukan dilakukan updating Laporan hasil
progress pemutakhiran o tindakan untuk | secara berkala pemutakhiran 1 o
data base kepegawaian 0% mengelola pemutakhiran data data base Laporan Tahunan Divisi SDM

risiko (Issue) | base kepegawaian kepegawaian
melakukan monitoring Dinerlukan membuat jadwal ﬁgﬁgﬁ:ﬂhasﬂ
jadwal penyelesaian tinIc)lakan untuk jangka waktu en eles%tian 1
laporan 90% meneelola penyelesaian laporan {)a c?]ran Laporan Tahunan Divisi KUL
pertanggungjawaban eng pertanggungjawaban P ) p
keuangan risiko (Issue) keuangan pertanggungjawa

ban keuangan

prosentase pemantauan 51113211;11(31; tuk pemantauan berkala laporan hasil 12
berkala dalam penyusunan | 90% men elolg Y| dalam penyusunan epmantauan Laporan Bulanan Divisi KUL
Laporan keuangan eng laporan keuangan p P

risiko (Issue)
intensitas rapat koordinasi E;EZLI;E?;; tuk rapat koordinasi secara laporan hasil 1
berkala dalam pengelolaan | 90% lol berkala dalam kp L Tahunan Divisi KUL
keuangan mengelota pengelolaan keuangan oordinasi Laporan

risiko (Issue)

melakukan monitoring
prosentase monitoring Diperlukan secara berkala batas
secara berkala batas waktu o tindakan untuk | waktu pelaporan laporan hasil 1 o
pelaporan laporan 0% mengelola laporan monitoring Laporan Tahunan Divisi KUL
pertanggungjawaban risiko (Issue) | pertanggungjawaban
keuangan
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melakukan rapat dan

intensitas rapat dan E;EZLI;E?; tuk monitoring secara laporan hasil 1
10 | monitoring berkala dalam 90% berkala dalam poran Tahunan Divisi KUL
. : mengelola . L monitoring Laporan
penginvetasasian BMN risiko (Issue) penginvetarisasian
BMN
intensitas monitoring Diperlukan Melakukan monitoring
secara berkala dalam . .
tindakan untuk | secara berkala dalam | laporan hasil 2 o
11 | pelaksanaan pelaporan 90% o Semester Divisi KUL
o . mengelola pelaksanaan pelaporan | monitoring Laporan
Barang Milik Negara di . S
aplikasi risiko (Issue) BMN di aplikasi
) laporan hasil
memprogramkan kegiatan Dlperlukan menjadwalkan pepmantauan
tindakan untuk . . 1 o
12 | tata cara pengelolaan 90% program kegiatan kegiatan Tahunan Divisi KUL
mengelol L
. gelola . aporan
kearsipan risiko (Issue) pengelolaan kearsipan | pengelolaan
kearsipan
pemantauan berkala tndakan antuk | wakes pemelibaraan | aporan hasi 1
13 | pemeliharaan kendaraan 90% P P Tahunan Divisi KUL
. . mengelola kendaraan pemantauan Laporan
dinas/operasional . . .
risiko (Issue) dinas/operasional
persentase pemantauan Diperlukan pemantauan berkala
14 berkala usulan' anggaran 90% tindakan untuk | progress usulan Laporan hasil 1 Tahunan Divisi KUL
pengadaan fasilitas mengelola anggaran pengadaan pemantauan Laporan
perkantoran risiko (Issue) fasilitas perkantoran
monitoring berkala Diperlukan melakukan monitorin liliggllir;ll;fag;ztan
OTNg o, | tindakan untuk . £ 1P 12 o
15 | pemeliharaan gedung dan 90% berkala pemeliharaan | gedung dan Bulanan Divisi KUL
mengelola Laporan
gudang risiko (Issue) gedung dan gudang gudang secara
berkala
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Diperlukan

. - . Ketua KPU
16 | Data LHP BPK 759, tindakan untuk | Melakukan cicilan Bukti setoran 1 Tahunan Kab. Kepl.
mengelola setoran TGR TGR Laporan Talaud
risiko (Issue)
Berkoordinasi dengan
Tindakan semua Ketua Divisi, Divisi
Nilai evaluasi atas segera untuk Sekretaris dan Laporan Kineria 1 Perencvanaan
17 | akuntabilitas kinerja satker | 75% | mengelola Kasubbag dalam De ] Tahunan ’
. (LKj) Laporan Data dan
rendah risiko membuat sasaran atas .
o . Informasi
(Unacceptable) | kinerja yang ingin
dicapai
Diperlukan . Divisi
Permasalahan kepemiluan tindakan untuk Eval'uas¥ dan 1 Setelah Perencanaan,
18 80% monitoring tahapan Laporan Tahapan pelaksanaan
yang berulang-ulang mengelola K . Laporan Data dan
. epemiluan tahapan .
risiko (Issue) Informasi
melakukan pencermatan mengurangi pemantau berkala .
berkala penyusunan kemungkinan | pencermatan anggaran lap oran hasil 1 .
19 . 90% o NP kegiatan Tahunan Divisi KUL
anggaran logistik terjadinya logistik encermatan Laporan
Pemilu/Pemilihan resiko Pemilu/Pemilihan p
Diverlukan melakukan rapat
rapat koordinasi berkala tinrc)lakan untuk koordinasi secara laporan hasil 1
20 | penyusunan kebutuhan 75% berkala penyusunan P Tahunan Divisi KUL
. mengelola rapat berkala Laporan
pengadaan logistik . kebutuhan pengadaan
risiko (Issue) logisti
ogistik
melakukan pemantauan Diperlukan pemantauan berka@a laporan hasil
berkala pengelolaan tindakan untuk pengelolaan logistik emantauan 1
21 | logistik (perencenaan, 75% erencenaan, p Tahunan Divisi KUL
g p p
. mengelola . pengelolaan Laporan
pengepakan sampai risiko (Issue) pengepakan sampai logistik
pendistribusian) pendistribusian) £

idih.kpu.go.id/talaud




monitoring berkala Diperlukan monitoring berkala
. ne b tindakan untuk | inventarisasi, laporan hasil 1 o
22 | inventarisasi, pengelolaan 90% o Tahunan Divisi KUL
dan pemeliharaan arsip mengelola pengelolaan dan monitoring Laporan
risiko (Issue) | pemeliharaan
melakukan pemantauan l?iperlukan Laporan hasil
23 | berkala dalam penyediaan 80% tindakan untuk | p emantguan be?k?‘la P emantguan ! Tahunan Divisi KUL
logistik mengelola penyediaan logistik penyediaan Laporan
risiko (Issue) logistik
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LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN

TALAUD TAHUN 2022

PEMANTAUAN RISIKO

Indikator Pengendalian

Indikator Risiko

Kegiatan pengendalian Batas Realis 1111151.150 Keteran
Output Target Realisasi| % . ) esidu gan
Aman  asi
6=(5/4)x 10=(9/8)x
2 3 4 5 ol 7 8 9 il 11 12
L o terlambat dalam
Koordinasi internal secara | Laporan mqmtormg 12 12 100% | melakukan 90% | 100% 90%
berkala dan evaluasi Laporan | Laporan
pelaporan
Perlunya pemahaman SOP | Laporan hasil 1 1 o, | Pelayanan publik o 0 0
tentang pelayanan publik | evaluasi kegiatan Laporan | Laporan 100% belum maksimal 80% | 80% 64%
melakukan koordinasi Lavoran hasil 1 1 terlambat atau
berkala dalam pelaksanaan kogr dinasi Laporan | Laporan 100% | tertunda KP dan 90% | 100% 90%
layanan kepegawaian p P KGB
Pemantauan berkala dalam Laporan hasil 1 1 penerapan disiplin
penerapan disiplin dan erlil antauar Laporan | Laporan 100% | dan kinerja pegawai 90% | 100% 90%
kinerja pegawai p p P belum maksimal
dilakukan updating secara | Laporan hasil .
berkala pemutakhiran data | pemutakhiran data La Lran La Lran 100% Ezg;ut:kggz? data 90% | 100% 90%
base kepegawaian base kepegawaian p p peg
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membuat jadwal jangka laporan hasil .
; . menjadwalkan
waktu penyelesaian monitong 1 1 . noka waktu
6 | laporan penyelesaian laporan 100% |J2"e . 90% | 100% 90%
) . Laporan | Laporan penyelesaian laporan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban )
pertanggungjawaban
keuangan keuangan
pemantauan berkala dalam .
7 | penyusunan laporan laporan hasil 12 12 100% keterlambatan dalam 90% | 100% | 90%
keuangan pemantauan Laporan | Laporan pelaporan keuangan
rapat koordinasi secara laporan hasil 1 1 pengelolaan
8 | berkala dalam pengelolaan K poran ha 100% | keuangan belum 90% | 100% 90%
keuangan oordinasi Laporan | Laporan maksimal
melakukan monitoring
secara berkala batas waktu laporan hasil 1 1 keterlambatan dalam
9 | pelaporan laporan poran 100% | pelaporan 90% | 100% 90%
. monitoring Laporan | Laporan .
pertanggungjawaban pertanggungjawaban
keuangan
melakukan rapat dan
10 monitoring secara berkala lapor‘an hasﬂ 1 1 100% bel}lm terinventarisir 90% | 100% 90%
dalam penginvetarisasian | monitoring Laporan | Laporan setiap BMN
BMN
g/e[zzllerd;ll)keiﬁgﬁtocrilzliz;ng laporan hasil 2 2 keterlambatan dalam
| o | poan 100% | penginputan BMN di | 90% | 100% | 90%
pelaksanaan pelaporan monitoring Laporan | Laporan avlikasi
BMN di aplikasi P
. laporan hasil memahami aturan
menjadwalkan program emantauan kegiatan 1 1 kearsipan mengenai
12 | kegiatan pengelolaan D el & 100% | oo S PeL e 90% | 100% | 90%
kearsipan Eenge? olaan Laporan | Laporan grsga .;110 tif dan
earsipan inakti
pencantuman jangka .
waktu pemeliharaan laporan hasil 1 1 Pemeliharaan
13 100% | kendaraan 90% | 100% | 90%
kendaraan pemantauan Laporan | Laporan ) .
. . dinas/operasional
dinas/operasional
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pemantauan berkala

progress usulan

14 | progress usulan anggaran | Laporan hasil ! ! 100% | anggaran pengadaan | 90% | 100% | 90%
pengadaan fasilitas pemantauan Laporan | Laporan oo
perkantoran fasilitas perkantoran
melakukan monitoring laelig Slli?ll;fagal ﬁtan 12 12 kegiatan
15 | berkala pemeliharaan P 100% | pemeliharaan 90% | 100% | 90%
gedung dan gudang Laporan | Laporan
gedung dan gudang secara berkala gedung dan gudang
.. Penyetoran
16 ﬁiikukan cicilan setoran | 5 ¢ cetoran TGR L Zran L Lran 100% | dilakukan sampai | 75% | 80% | 60%
P p TGR lunas
Berkoordinasi dengan
semua Ketua Divisi, Berkurangnya nilai
17 Sekretaris dan Kasubbag Lapqran Kinerja 1 1 100% | evaluasi atas 759 | 100% 750
dalam membuat sasaran (LK)) Laporan | Laporan o L
atas kinerja yang ingin akuntabilitas kinerja
dicapai satker
Evaluasi dan monitoring 1 1 T.a hapan
18 . Laporan Tahapan 100% | dilaksanakan belum 80% | 75% 60%
tahapan kepemiluan Laporan | Laporan .
maksimal
pemantau berkala laporan hasil 1 1 pencermatan
19 | pencermatan anggaran kegiatan Laporan | Laporan 100% | anggaran logistik 90% | 100% | 90%
logistik Pemilu/Pemilihan | pencermatan P p Pemilu/Pemilihan
melakukan rapat rapat koordinasi
koordinasi secara berkala | laporan hasil rapat 1 1 o, | berkala penyusunan o o 0
20 penyusunan kebutuhan berkala Laporan | Laporan 100% kebutuhan 75% | 100% | 75%
pengadaan logistik pengadaan logistik
pemantauan berkala )
engelolaan logistik laporan hasil 1 1 emantauan berkala
21 |Pene & pemantauan 100% | P S48 750, | 100% | 75%
(perencenaan, pengepakan Laporan | Laporan pengelolaan logistik

sampai pendistribusian)

pengelolaan logistik
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monitoring berkala monitoring berkala

. ne ® laporan hasil 1 1 o, | INventarisasi, o o 0
22 | inventarisasi, pengelolaan . 100% 90% | 100% | 90%

. monitoring Laporan | Laporan mengelola dan
dan pemeliharaan memelihara arsip
Laporan hasil

23 panilg?;;nlze?s(gf pemantauan La Zran La Lran 100% panilg?;;nlze?s(gf 80% | 100% 80%

peny & penyediaan logistik P p peny &
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